
viii  

 
DAFTAR PUSTAKA 

 

Perundang-Undangan : 
 

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 
 

“Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan. (n.d.).” 

“Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. (n.d.).” 

“Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan 

Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (n.d.).Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” 

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan” 
 

“Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19). (n.d.).” 

“Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Surabaya.” 

“Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19)” 

“Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol 



ix  

 
 

Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai 

Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.” 

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 

2020” 

“Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Pada 

Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). (n.d.).” 

“Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/68/436.1.2/2021 Tentang 

Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 

188.45/61/436.1.2/2021 Tentang Penanganan Dampak Penularan Wabah 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya. (n.d.).” 

“Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan 

Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus 

Disease 2019. (n.d.).” 

Literatur : 
 

Hermansyah. Melihat Covid 19 Dari Perspektif Hukum Adat; Buku Bunga Rampai 

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia. Jakarta Selatan: 

Lembaga Studi Hukum Indonesia. 2020. 

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2009. 

MD, M.M. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2020. 



x  

 
 

Kusnadi, M., & Hermaily. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. 

Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia. 

Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). Tata Kelola Penanganan Covid-19 di 

Indonesia: Kajian Awal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Bahan Ajar : 
 

Mandiana, S. Handout Metoda Penelitian Hukum. Fakultas Hukum: Universitas 

Pelita Harapan Surabaya. 2018. 

Jurnal : 
 

Alvian, Y., & Laudry, S. (2020). Propaganda Covid-19 Terhadap Awareness 

Masyarakat Surabaya untuk Mengikuti Program Kerja Pemerintah. Jurnal 

Komunikasi Profesional Vol. 4, No. 1, 27-41. 

A.R Dwi Putri & Sholichati Iklima. Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya 

dalam Menyegah Penyebaran Virus Covid-19. Journal of Islamic 

Comunication Vol. 3, No.1. Hlm 62-72. Juli. 2020 

Astariyani, N. L. Kewenangan Pemerintah Dalam Pembentukan Peraturan 

Kebijakan. Udayana Master Law Journal, 688-699. 2015. 

Soebroto, A. C. (n.d.). Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan dibawah Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. 1-15. 

 
 

Internet : 
 

BPS Provinsi Jawa Timur. 2022. Konsep Pemerintahan. Diakses pada tanggal 23 

Mei 2022. https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html. 



xi  

 
 

Fadli,  R. (2021, Desember 12). Halodoc.com. Retrieved from 

https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk- 

cegah-covid-19 
 

Pemerintah Kabupaten Kendal. 2022. Pengertian Covid-19. Diakses pada tanggal 

23 Mei 2022. https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan- 

covid-19. 

Pittara. (2020). Alodokter.com. Retrieved from http://alodokter.com 
 

Modul Kebijakan Kehutanan Terkait Tenurial. (n.d.). Retrieved from 

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/ 

pengertian_kebijakan.html. 


